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Abstrak	
Pernikahan	 beda	 agama	 di	 Indonesia	menghadapi	 tantangan	 hukum	dan	 sosial,	 terutama	 terkait	
perlindungan	 anak	 pasca	 perceraian.	 Undang-Undang	Nomor	 1	 Tahun	 1974	 tentang	 Perkawinan	
tidak	 secara	 eksplisit	 mengatur	 pernikahan	 beda	 agama,	 menciptakan	 kekosongan	 hukum	 yang	
berdampak	pada	hak-hak	anak,	seperti	pengasuhan,	pendidikan,	dan	kesejahteraan.	Penelitian	 ini	
menganalisis	 perlindungan	 hukum	 terhadap	 anak	 dalam	 kasus	 perceraian	 dari	 pernikahan	 beda	
agama	 di	 Desa	 Sitinjo,	 Kabupaten	 Dairi,	 menggunakan	 pendekatan	 yuridis	 empiris	 melalui	
wawancara	dengan	5	orang	yang	mengalami	perceraian	beda	agama	serta	2	tokoh	agama,	dengan	
populasi	penelitian	berada	di	 lingkungan	Kantor	Lurah	Sitinjo	 	 individu	terkait	dan	tokoh	agama.	
Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	pelaksanaan	perlindungan	anak	sering	terhambat	oleh	konflik	
agama	dan	adat	 lokal,	meskipun	undang-undang,	 seperti	Undang-Undang	Nomor	23	Tahun	2002	
tentang	Perlindungan	Anak	dan	Pasal	41	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	1974,	telah	memberikan	
dasar	hukum.	Peran	pengadilan,	lembaga	seperti	P2TP2A,	dan	keterlibatan	masyarakat	adat	sangat	
penting	 untuk	 memastikan	 kepentingan	 terbaik	 anak,	 termasuk	 pendidikan	 agama,	 kesehatan	
mental,	 dan	 dukungan	 sosial.	 Namun,	 upaya	 ini	 memerlukan	 edukasi	 kepada	 masyarakat	 untuk	
menciptakan	 lingkungan	 yang	 inklusif	 dan	 mendukung	 perlindungan	 anak.	 Pemerintah	 perlu	
menyusun	regulasi	yang	lebih	spesifik	mengenai	perlindungan	anak	dari	perceraian	beda	agama	dan	
meningkatkan	 koordinasi	 dengan	 lembaga	 terkait	 untuk	 memperkuat	 perlaksanaan	 hukum	 di	
tingkat	lokal.	
Kata	Kunci:	Perlindungan,	Anak,	Perceraian,	Pernikahan,	Beda	Agama.	
	

Abstract	
Interfaith	 marriages	 in	 Indonesia	 face	 legal	 and	 social	 challenges,	 particularly	 regarding	 child	
protection	after	divorce.	 Law	Number	1	of	 1974	on	Marriage	does	not	 explicitly	 regulate	 interfaith	
marriages,	creating	a	 legal	vacuum	that	 impacts	children's	rights,	 including	custody,	education,	and	
welfare.	This	study	analyzes	legal	protection	for	children	in	cases	of	divorce	from	interfaith	marriages	
in	Sitinjo	Village,	Dairi	Regency,	using	an	empirical	 juridical	approach	 through	 interviews	with	 five	
individuals	who	experienced	interfaith	divorces	and	two	religious	leaders,	with	the	research	population	
centered	around	the	Sitinjo	Village	Office.	The	findings	reveal	that	child	protection	implementation	is	
often	hindered	by	 religious	and	 local	 customary	conflicts,	 despite	 the	existence	of	 laws	 such	as	Law	
Number	23	of	2002	on	Child	Protection	and	Article	41	of	Law	Number	1	of	1974,	which	provide	a	legal	
foundation.	The	role	of	courts,	institutions	like	the	P2TP2A,	and	the	involvement	of	local	communities	
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are	essential	to	ensuring	the	best	interests	of	the	child,	including	religious	education,	mental	health,	and	
social	support.	However,	these	efforts	require	public	education	to	create	an	inclusive	environment	that	
supports	child	protection.	The	government	should	draft	more	specific	regulations	on	child	protection	in	
interfaith	 divorce	 cases	 and	 enhance	 coordination	 with	 relevant	 institutions	 to	 strengthen	 law	
enforcement	at	the	local	level.	
Keywords:	Protection,	Children,	Divorce,	Marriage,	Interfaith.	
	
	

1. PENDAHULUAN	

Dalam	 masyarakat	 global	 yang	 semakin	 multikultural,	 pernikahan	 antara	

orang	yang	berbeda	agama	semakin	sering	terjadi.	Pernikahan	antara	orang-orang	

dari	 latar	 belakang	 agama	 yang	 berbeda	 menjadi	 kenyataan	 di	 Indonesia,	 yang	

memiliki	 keragaman	 agama	 yang	 tinggi.1	 Namun,	 pernikahan	 jenis	 ini	 sering	

menghadapi	 masalah	 hukum	 dan	 sosial	 yang	 rumit,	 terutama	 saat	 perceraian	

terjadi.	 Perlindungan	 anak	 adalah	masalah	utama	dengan	perceraian	pernikahan	

beda	agama.2	Anak-anak	biasanya	menjadi	korban	utama	perselisihan	antara	orang	

tua	mereka.	Mereka	tidak	hanya	harus	mengalami	dampak	emosional	perceraian,	

tetapi	mereka	juga	sering	menghadapi	konflik	identitas	agama.	

	Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	 1974	 tentang	 Perkawinan	 tidak	 secara	

eksplisit	 mengatur	 pernikahan	 yang	 berbeda	 agama,	 sehingga	 meninggalkan	

kekosongan	hukum	yang	 sering	menyulitkan	proses	perceraian	dan	menentukan	

hak	asuh	anak.	Sebaliknya,	Undang-Undang	Perlindungan	Anak	Nomor	23	Tahun	

2002	 menetapkan	 bahwa	 setiap	 anak	 berhak	 mendapatkan	 perlindungan	 dan	

perawatan	yang	layak	tanpa	diskriminasi.	Namun,	banyak	hambatan	menghalangi	

pelaksanaan	 undang-undang	 ini	 dalam	 konteks	 perceraian	 beda	 agama.	

Perselisihan	antara	kedua	belah	pihak	orang	tua	tentang	agama	yang	akan	dianut	

oleh	anak	seringkali	menjadi	bagian	dari	masalah	hak	asuh	anak.		

Di	 Indonesia,	 kasus-kasus	 pernikahan	 beda	 agama	 di	 Indonesia	 sering	

menjadi	 sorotan	 publik	 karena	 kompleksitas	 hukum,	 sosial,	 dan	 budaya	 yang	

menyertainya.	 Banyak	 juga	public	 figure	 yang	 juga	 sudah	melakukan	pernikahan	

beda	agama	ini,	seperti	hal	nya	Irfan	Bachdim	dengan	Jeniffer	Kurniawan,	penyanyi	

	
1	 Hilman	 Hadikusuma,	Hukum	 Perkawinan	 di	 Indonesia,	 Mandar	 Maju,	 Bandung,	

2007,	hlm.	120-135.	
2	 Husnul	 Pitaloka	 dan	 Abdul	 Hakim,	 Pemeliharaan	 Anak	 Dari	 Perceraian	 Beda	

Agama,	2018,	Kencana,	Jakarta,	hlm.	100-115.	
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Yuni	Shara	dengan	Henry	Siahaan	bahkan	dari	hasil	pernikahan	mereka	dikaruniai	

2	 orang	 anak,	 serta	 artis	 Manohara	 Odelia	 Pinot	 dengan	 seorang	 sultan	 dari	

Kelantan,	Malaysia.3		

Achmad	Nurcholis,	aktifis	dari	Lembaga	Swadaya	Masyarakat	 (LSM)	Pusat	

Studi	Bagian	Agama	dan	Perdamaian,	menjelaskan	bahwa	sejak	tahun	2012	yang	

lalu,	sudah	tercatat	lebih	dari	1.109	pasangan	yang	menikah	beda	agama.	Di	antara	

pasangan	ini,	yang	paling	banyak	adalah	pasangan	Islam	dan	Kristen.	Pada	tahun	

2023,	hanya	23	pasangan	yang	menikah	beda	agama.4	Meskipun	orang-orang	yang	

menikah	dengan	orang	yang	berbeda	agama	biasanya	mencatat	pernikahan	mereka	

di	luar	negeri,	kemudian	melakukan	registrasi	ulang	di	tanah	air	mereka.	

Pernikahan	 beda	 agama	 sering	 kali	 menjadi	 persoalan	 kompleks	 dalam	

masyarakat	 Indonesia,	 termasuk	 di	 Sitinjo,	 Kabupaten	 Dairi,	 yang	 memiliki	

keragaman	agama	dan	budaya.	Di	daerah	ini,	pernikahan	beda	agama	tidak	hanya	

menimbulkan	 pro	 dan	 kontra	 dari	 sisi	 budaya	 lokal,	 tetapi	 juga	 memunculkan	

masalah	 serius	 dalam	 tatanan	 sosial	 dan	 hukum.	Masyarakat	 Sitinjo	 yang	 kental	

dengan	 tradisi	 dan	 keyakinan	 keagamaan	 sering	 kali	 melihat	 pernikahan	 beda	

agama	sebagai	pelanggaran	terhadap	nilai-nilai	adat	yang	telah	diwariskan	secara	

turun-temurun	

Perceraian	dalam	pernikahan	beda	agama	di	Sitinjo	membawa	dampak	yang	

signifikan	 terhadap	 anak-anak.	 Anak-anak	 ini	 tidak	 hanya	 menjadi	 korban	 dari	

konflik	orang	tua,	tetapi	juga	menghadapi	stigma	sosial	yang	berasal	dari	pandangan	

masyarakat	 sekitar.	Dalam	banyak	kasus,	mereka	 terjebak	dalam	situasi	di	mana	

identitas	agama	dan	hak	asuh	mereka	menjadi	bahan	perdebatan.	Hal	ini	diperparah	

oleh	kurangnya	mekanisme	hukum	yang	jelas	untuk	menangani	masalah-masalah	

tersebut	di	tingkat	lokal.5	

Secara	 yuridis,	 pernikahan	 beda	 agama	 di	 Indonesia	 tidak	 diatur	 secara	

	
3	KapanLagi.com,	https://l1nq.com/aRPs5,	diakses	pada	tanggal	25	April	2024.	
4	 	BBC	News	Indonesia.	https://acesse.dev/ymZZO,	diakses	pada	tanggal	25	April	

2024.	
5	Undang-Undang	Nomor	35	Tahun	2014	tentang	Perlindungan	Anak,	Pasal	1	ayat	

(2).	
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eksplisit	dalam	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	1974	tentang	Perkawinan	maupun	

Undang-Undang	 Nomor	 16	 Tahun	 2019.6	 Ketidakpastian	 hukum	 ini	 sering	 kali	

memaksa	 pasangan	 di	 Sitinjo	 untuk	 menikah	 di	 luar	 negeri	 atau	 mencari	 celah	

hukum	 lainnya.	Namun,	ketika	pernikahan	 ini	berakhir	dengan	perceraian,	 anak-

anak	 menjadi	 pihak	 yang	 paling	 dirugikan.7	 Di	 Sitinjo,	 kasus-kasus	 seperti	 ini	

semakin	 sulit	 diselesaikan	 karena	 kurangnya	 pemahaman	 hukum	 di	 kalangan	

masyarakat	lokal	dan	keterbatasan	sumber	daya	hukum	yang	tersedia.	

Di	Sitinjo,	kritik	terhadap	pernikahan	beda	agama	sering	kali	beredar	pada	

bagaimana	hal	itu	dapat	mengganggu	stabilitas	keluarga	dan	kesehatan	anak.	Anak-

anak	 dari	 yang	 menikah	 ini	 sering	 dianggap	 berbeda	 oleh	 masyarakat,	 yang	

menyebabkan	mereka	 terlindungi	 secara	 sosial	 dan	 kesulitan	menyesuaikan	 diri	

dengan	 lingkungan	 baru	 mereka.	 Misalnya,	 anak-anak	 dapat	 didiskriminasi	 di	

sekolah	atau	dalam	kegiatan	komunitas	karena	dianggap	tidak	memiliki	 identitas	

agama	yang	jelas.8	

Penelitian	 Devara	 Denita	 berjudul	 “Perlindungan	 Hukum	 Terhadap	 Anak	

Akibat	 Perceraian	 Orang	 Tua	 yang	 Murtad	 (Studi	 Putusan	 PTA	 No.	

217/Pdt.G/2014/PTA.Smg)”,9	menemukan	 bahwa	 perlindungan	 hukum	 terhadap	

anak	 dari	 orang	 tua	 yang	 murtad	 dapat	 dilakukan	 melalui	 pencabutan	 hak	

pengasuhan	 (hadhanah)	 demi	 kemaslahatan	 anak.	 Dalam	 Putusan	 No.	

217/Pdt.G/2014/PTA.Smg,	hakim	mencabut	hak	hadhanah	ibu	karena	agama	anak	

mengikuti	 agama	 orang	 tuanya	 saat	 menikah,	 sehingga	 anak	 harus	 diasuh	 oleh	

orang	 tua	yang	seagama	untuk	menjaga	akidahnya.	Kedudukan	hukum	orang	 tua	

yang	murtad	adalah	kehilangan	hak	pengasuhan,	yang	dialihkan	kepada	orang	tua	

seagama.	Namun,	kewajiban	pemenuhan	hak-hak	anak	tetap	melekat	pada	kedua	

orang	tua	sesuai	Pasal	49	ayat	(2)	UU	No.	1	Tahun	1974	tentang	Perkawinan.		

	
6	Mohammad	Munib	dan	Nurcolis	Ahmad,	Kado	Cinta	Pasangan	Nikah	Beda	Agama,	

PT	Gramedia	Pustaka	Utama,	Jakarta,	2008,	hlm.	45-60.	
7	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	1974	tentang	Perkawinan,	Pasal	2	ayat	(1).	
8	Ahmad	Rafiq,	Fiqih	Mawarits,	Raja	Grafindo	Persada,	Jakarta,	2009,	hlm.	85-95.	
9	Devara	Denita.	"Perlindungan	Hukum	Terhadap	Anak	Akibat	Perceraian	Orang	Tua	

Yang	 Murtad	 (Studi	 Putusan	 PTA	 No.	 217/pdt.	 g/2014/pta.	 smg)."	 Skripsi,	 Universitas	
Lampung,	2018.	
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Penelitian	 Aminda	 Putri	 Lestari	 berjudul	 “Perlindungan	 Hukum	 Anak	

Terhadap	Status	Kewarganegaraan	Akibat	Perceraian	dari	Perkawinan	Campuran	

(Studi	 Putusan	 PT	 Jakarta	 No.	 495/Pdt/2020/PT	 DKI)”,10	menunjukkan	 bahwa	

pengaturan	 status	kewarganegaraan	dalam	perkawinan	campuran	diatur	melalui	

hukum	perdata	internasional.	UU	No.	16	Tahun	2019	sebagai	perubahan	UU	No.	1	

Tahun	 1974	 mengatur	 perkawinan	 campuran	 pada	 Pasal	 57–62.	 Perlindungan	

hukum	anak	terkait	status	kewarganegaraan	diatur	dalam	UU	No.	12	Tahun	2006,	

yang	menetapkan	bahwa	anak	dapat	memilih	kewarganegaraan	pada	usia	18	tahun	

atau	 setelah	 dewasa.	 Sebelum	 itu,	 anak	 mengikuti	 kewarganegaraan	 ayah	 yang	

berkewarganegaraan	asing,	namun	tetap	diakui	sebagai	Warga	Negara	Indonesia.	

Penelitian	 Meyby	 Cintia	 Lugita	 berjudul	 “Perlindungan	 Hukum	 Terhadap	

Anak	yang	Lahir	dari	Perkawinan	Beda	Agama	Pasca	Diberlakukannya	SEMA	No.	2	

Tahun	2023”,11	menunjukkan	bahwa	SEMA	2/2023	memberikan	kepastian	hukum	

bahwa	 perkawinan	 beda	 agama	 tidak	 dapat	 dikabulkan	 di	 pengadilan	 maupun	

dicatatkan	di	Kantor	Catatan	Sipil.	Perlindungan	hukum	bagi	anak	yang	lahir	dari	

perkawinan	antara	perempuan	Muslim	dengan	laki-laki	non-Muslim	terbatas	pada	

hubungan	nasab	dengan	ibu	dan	keluarga	ibu.	Anak	dari	perkawinan	beda	agama	

yang	 tidak	 tercatat	 tetap	memiliki	 hak	 identitas	 sebagaimana	 dijamin	 dalam	UU	

Perlindungan	Anak.	

Penelitian	 Muhamad	 Faisal	 Subakti	 berjudul	 “Perlindungan	 Hukum	

Terhadap	 Hak	 Anak	 Pasca	 Perceraian	 dari	 Orang	 Tuanya	 yang	 Berbeda	 Agama	

Dikaitkan	dengan	UU	Perlindungan	Anak	dalam	Perspektif	HAM”,12	menunjukkan	

bahwa	 anak	 hasil	 perkawinan	 beda	 agama	 pasca	 perceraian	 umumnya	 hanya	

	
10	 Aminda	 Putri	 Lestari.	 "Perlindungan	 Hukum	 Anak	 Terhadap	 Status	

Kewarganegaraan	 Akibat	 Perceraian	 Dari	 Perkawinan	 Campuran	 (Studi	 Putusan	
Pengadilan	Tinggi	Jakarta	Nomor	495/Pdt/2020/Pt	Dki)."	Skripsi,	Universitas	Islam	Sultan	
Agung	Semarang,	2023.	

11	 Meyby	 Cintia	 Lugita.	 "Perlindungan	 Hukum	 Terhadap	 Anak	 Yang	 Lahir	 Dari	
Perkawinan	Beda	Agama	Pasca	Diberlakukannya	Surat	Edaran	Mahkamah	Agung	Nomor	2	
Tahun	2023."	Skripsi,	Universitas	Sriwijaya,	2024.	

12	 Muhamad	 Faisal	 Subakti.	 "Perlindungan	 Hukum	 Terhadap	 Hak	 Anak	 Pasca	
Perceraian	 Dari	 Orangtuanya	 Yang	 Berbeda	 Agama	 Dikaitkan	 Dengan	 Undang-Undang	
Perlindungan	 Anak	 Dalam	 Perspektif	 Hak	 Asasi	 Manusia."	 Skripsi,	 Fakultas	 Hukum	
Universitas	Pasundan,	2023.	
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menerima	 sedikit	 pendidikan	 agama	 dari	 kedua	 orang	 tuanya.	 Anak	 berhak	

mendapatkan	pemeliharaan	dan	pendidikan	dari	orang	tua,	dan	kewajiban	tersebut	

memiliki	landasan	hukum	yang	kuat.	Dalam	perspektif	HAM,	perlindungan	hak	anak	

pasca	 perceraian	 dapat	 melibatkan	 Komnas	 HAM	 sebagai	 lembaga	 berwenang	

menindaklanjuti	pelanggaran	HAM.	

Perbedaan	utama	penelitian	 ini	dengan	penelitian	 terdahulu	 terletak	pada	

fokus	 kajian:	 Devara	 Denita	 menyoroti	 hadhanah	 anak	 dari	 orang	 tua	 murtad,	

Aminda	 Putri	 Lestari	 membahas	 status	 kewarganegaraan	 anak	 dari	 perkawinan	

campuran,	Meyby	Cintia	Lugita	meneliti	perlindungan	anak	dari	perkawinan	beda	

agama	pasca-SEMA	2/2023,	dan	Muhamad	Faisal	Subakti	mengaitkan	perlindungan	

hak	 anak	 dengan	 perspektif	 HAM.	 Persamaannya,	 seluruh	 penelitian	 membahas	

perlindungan	hukum	anak	akibat	perceraian	atau	perkawinan	beda	agama	dengan	

fokus	pada	pemenuhan	hak	anak	sesuai	aturan	yang	berlaku.	Kontribusinya	bagi	

penelitian	 ini	 adalah	 menyediakan	 kerangka	 konseptual	 dan	 hukum	 yang	

komprehensif	 untuk	 memahami	 perlindungan	 anak	 dalam	 konteks	 perbedaan	

agama,	mencakup	aspek	hadhanah,	kewarganegaraan,	status	hukum,	dan	HAM.	

	
	
2. METODE	PENELITIAN	

Penelitian	ini	menggunakan	pendekatan	yuridis	empiris.	Data	dikumpulkan	

melalui	wawancara	dengan	5	individu	yang	mengalami	perceraian	beda	agama	serta	

2	 tokoh	 agama,	 dengan	 populasi	 penelitian	 berada	 di	 lingkungan	 Kantor	 Lurah	

Sitinjo.	Penelitian	dilakukan	secara	deskriptif-analitis	untuk	memberikan	gambaran	

faktual	 tentang	 perlakuan	 hukum	 terhadap	 anak	 dari	 perceraian	 beda	 agama,	

mengacu	pada	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	1974	tentang	Perkawinan	Pasal	41	

dan	 literatur	 hukum	 lainnya.	 Data	 dianalisis	 secara	 kualitatif	 untuk	 memahami	

realitas	sosial	dan	hukum	yang	ada.		

	
3. HASIL	PENELITIAN	DAN	PEMBAHASAN	

3.1. Perlindungan	 Hukum	 Terhadap	 Anak	 Akibat	 Perceraian	 Dari	

Pernikahan	Beda	Agama	Di	Sitinjo,	Kabupaten	Dairi.	
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Di	Sitinjo,	Kabupaten	Dairi,	peran	pemerintah	daerah	dalam	melindungi	hak-

hak	anak	pasca-perceraian	menjadi	krusial.	Pemerintah	daerah	melalui	Dinas	Sosial	

dan	 lembaga-lembaga	 keagamaan	 sering	 kali	 terlibat	 dalam	 mediasi	 dan	

pendampingan	anak-anak	yang	terkena	dampak	perceraian.	Selain	itu,	terdapat	juga	

keterlibatan	masyarakat	 adat	 yang	memiliki	 norma	 dan	 nilai	 yang	menghormati	

hak-hak	anak,	meskipun	tidak	selalu	sejalan	dengan	hukum	nasional.	

Salah	satu	isu	yang	menonjol	di	Sitinjo	adalah	masalah	identitas	agama	anak	

pasca-perceraian.	Ketika	kedua	orang	tua	berbeda	agama,	sering	kali	terjadi	konclik	

mengenai	 agama	 yang	 akan	 dianut	 oleh	 anak.	 Dalam	 hal	 ini,	 keputusan	 harus	

mempertimbangkan	hak	anak	untuk	memilih	agamanya	sendiri	sebagaimana	diatur	

dalam	Pasal	28E	Ayat	(1)	dan	(2)	UUD	1945	serta	Pasal	6	Undang-Undang	Nomor	39	

Tahun	1999	tentang	Hak	Asasi	Manusia.13	Namun,	realitasnya,	anak-anak	sering	kali	

tidak	memiliki	suara	dalam	menentukan	pilihan	ini	karena	keputusan	lebih	banyak	

ditentukan	oleh	orang	tua	atau	pengadilan.	

Dalam	 perceraian	 beda	 agama	 di	 Sitinjo,	 penting	 bagi	 para	 pihak	 untuk	

mengutamakan	 kesejahteraan	 anak.	 Lembaga-lembaga	 seperti	 Pusat	 Pelayanan	

Terpadu	Pemberdayaan	Perempuan	dan	Anak	(P2TP2A)	di	tingkat	kabupaten	dapat	

berperan	 aktif	 dalam	 memberikan	 pendampingan	 hukum,	 psikologis,	 dan	 sosial	

kepada	anak-anak	korban	perceraian.	Selain	itu,	upaya	edukasi	kepada	masyarakat	

tentang	pentingnya	perlindungan	anak	dan	hak-hak	mereka	harus	terus	digalakkan	

untuk	menciptakan	lingkungan	yang	lebih	suportif.	

Di	Desa	 Sitinjo,	 sebagaimana	di	 seluruh	 Indonesia,	 hak	 anak	 yang	 terlahir	

dari	pernikahan	beda	agama	yang	mengalami	perceraian	harus	dilindungi	dengan	

mempertimbangkan	 prinsip-prinsip	 dasar	 hak	 anak	 yang	 diatur	 dalam	 undang-

undang.	Diubah	dengan	Undang-Undang	Nomor	35	Tahun	2014,	Undang-Undang	

Nomor	23	Tahun	2002	tentang	Perlindungan	Anak	memberikan	dasar	hukum	yang	

jelas	 untuk	melindungi	 anak	 dari	 kekerasan,	 penelantaran,	 dan	 perlakuan	 salah.	

Pasal	2	undang-undang	menegaskan	bahwa	setiap	anak	berhak	atas	perlindungan	

	
13	Pasal	28E	ayat	(1)	dan	ayat	(2)	Undang-Undang	Dasar	Negara	Republik	Indonesia	

Tahun	1945.	
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tanpa	diskriminasi,	yang	berarti	bahwa	negara	dan	masyarakat	harus	melindungi	

hak-hak	dasar	anak	meskipun	orang	tua	mereka	bercerai	karena	perbedaan	agama.	

Hak	untuk	mendapatkan	pengasuhan	yang	layak,	pendidikan,	dan	kebebasan	untuk	

tumbuh	dalam	lingkungan	yang	aman	dan	sehat	adalah	bagian	dari	perlindungan	

tersebut.	Dengan	demikian,	meskipun	pernikahan	antara	orang	tua	yang	berbeda	

agama	 sering	 menimbulkan	 masalah	 hukum,	 hak	 anak	 untuk	 dilindungi	 tetap	

menjadi	prioritas	utama.	

Hak	 asuh	 anak	 adalah	 masalah	 utama	 dalam	 perceraian	 pasangan	 beda	

agama	di	Desa	Sitinjo.	Berdasarkan	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	1974	tentang	

Perkawinan,	Pasal	41	mengatur	bahwa,	setelah	perceraian,	hak	asuh	anak	biasanya	

diberikan	kepada	ibu,	kecuali	jika	pengadilan	memutuskan	lain	karena	kepentingan	

terbaik	anak.14	Dalam	kasus	perceraian	pasangan	yang	berbeda	agama,	pengadilan	

harus	mempertimbangkan	apakah	orangtua	yang	mendapatkan	hak	asuh	mampu	

memberikan	pendidikan	agama	yang	sesuai	dengan	kebutuhan	anak.15	Mengingat	

perbedaan	agama	antara	kedua	orangtua,	hal	ini	bisa	menjadi	masalah	yang	sulit.	

Meskipun	 demikian,	 prioritas	 utama	 adalah	 kepentingan	 terbaik	 anak,	 yang	

mencakup	pendidikan	agama,	kesehatan	fisik	dan	psikologis,	akses	ke	pendidikan,	

dan	kehidupan	sosial	yang	baik.	Oleh	karena	itu,	terlepas	dari	keyakinan	agama	yang	

berbeda,	hak	asuh	anak	harus	diberikan	kepada	orang	tua	yang	dapat	memberikan	

kondisi	terbaik	bagi	anak	tersebut.16	

Peraturan	 tentang	 warisan,	 selain	 hak	 asuh,	 adalah	masalah	 besar	 dalam	

perceraian	pasangan	yang	berbeda	agama.17	Dalam	kasus	 ini,	 anak	dari	orangtua	

yang	bercerai	memiliki	hak	waris	menurut	Kitab	Undang-Undang	Hukum	Perdata	

(KUHPerdata)	 Indonesia.	 Meskipun	 perbedaan	 agama	 dapat	 memengaruhi	

	
14	 Ahmad	 Sukardi	 dan	 Bakri	 A.	 Rahman,	 Hukum	 Perkawinan	 Menurut	 Islam,	

Hidakarya	Agung,	Jakarta,	1981,	hlm.	60-75.	
15	Andi	Arizal	Sastra	Tjandi,	Aksah	Kasim,	dan	Andi	Heridah.	"Kedudukan	Hak	Asuh	

Anak	Akibat	Cerai	Hidup."	Jurnal	Litigasi	Amsir	9,	no.	2	(2022):	151-159.	
16	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	1974	tentang	Perkawinan,	Pasal	41.	
17	Himatul	Ulya,	Muhammad	Faiz,	Putri	Umala,	Muhammad	Rian,	dan	Muhammad	

Lukman.	 "Perlindungan	 Hukum	 Terhadap	 Anak	 Dari	 Perkawinan	 Beda	 Agama	 Dalam	
Memeluk	 Agama	 Dari	 Prespektif	 Hukum	 Islam."	Jaksa:	 Jurnal	 Kajian	 Ilmu	 Hukum	 dan	
Politik	2,	no.	3	(2024):	114-126.	
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pembagian	warisan	berdasarkan	hukum	agama	masing-masing,	anak	memiliki	hak	

yang	 sama	 untuk	 menerima	 warisan	 dari	 kedua	 orang	 tua	 mereka.18	 Negara	

menjamin	bahwa	hak	waris	 anak	 tidak	boleh	 terhalang	hanya	karena	perbedaan	

agama	 antara	 orangtua	 mereka.	 Pengaturan	 ini	 berlaku	 di	 seluruh	 wilayah	

Indonesia,	 termasuk	 di	 Desa	 Sitinjo,	 untuk	 menjamin	 hak-hak	 anak-anak	 yang	

terlibat	dalam	perceraian	diberikan	secara	adil.	

Pemerintah	 Republik	 Indonesia	 membuat	 beberapa	 peraturan	 tentang	

Pengadilan	Agama	setelah	merdeka,	salah	satunya	adalah	Undang-undang	Republik	

Indonesia	 Nomor	 22	 Tahun	 1946	 Tentang	 Pencatatan	 Nikah,	 Talak,	 dan	 Rujuk.	

Undang-undang	 Republik	 Indonesia	 Nomor	 22	 Tahun	 1946	 Tentang	 pencatatan	

nikah,	 talak,	 dan	 rujuk	 tidak	 dapat	 dianggap	 sebagai	 hukum	 formil	 atau	materiil	

dalam	hal	kebutuhan	pengadilan	untuk	hukum	formil	dan	materiil.19	Hal	ini	karena	

undang-undang	tersebut	lebih	menekankan	pentingnya	pencatatan	perkawinan.		

Untuk	alasan	pencatatan	perkawinan,	akan	didenda	50	rupiah.	Sejak	tahun	

1950,	 ada	 upaya	 untuk	 membuat	 undang-undang	 perkawinan	 di	 Indonesia.	

Pemerintah	 pada	 waktu	 itu	 membentuk	 panitia	 penyelidik	 peraturan	 hukum	

perkawinan,	 talak,	 dan	 rujuk.	 Panitia	 ini	 memiliki	 dua	 tugas	 yaitu	 pertama,	

membahas	 peraturan	 perkawinan	 yang	 sudah	 ada,	 dan	 kedua,	 menyusun	 RUU	

perkawinan	yang	sesuai	dengan	evolusi	dan	perubahan	zaman.20	Akhirnya,	setelah	

perjuangan	 yang	 panjang,	 Negara	 Indonesia	 mengesahkan	 Undang-Undang	

Republik	Indonesia	Nomor	1	Tahun	1974	tentang	perkawinan,	yang	berlaku	bagi	

seluruh	warga	Negara	Indonesia.	Undang-undang	ini	mengalami	kritikan	yang	tajam	

dari	politisi	dan	berbagai	ormas	Islam	saat	ini.		Perceraian	dalam	pernikahan	beda	

agama	membawa	tantangan	yang	kompleks,	baik	dari	segi	sosial,	hukum,	maupun	

	
18	H.	Muhammad	Amin	Suma,	Kawin	Beda	Agama	di	Indonesia,	PT	Gramedia	Pustaka	

Utama,	Jakarta,	2024,	hlm.	123-145.	
19	Sitti	Murniati	Muhtar	dan	Cornelis	Hendra	Watungadha,	Perkawinan	Beda	Agama:	

Teori,	Praktik,	Implikasi	Hukum,	dan	Kewarisan	di	Indonesia,	Divya	Media	Pustaka,	Bogor,	
2024,	hlm.	78-95.	

20	I.	Nyoman	Sujana.	Kedudukan	Hukum	Anak	Luar	Kawin	Dalam	Perspektif	Putusan	
Mahkamah	Konstitusi	Nomor	46/PUU-VIII/2010.	Aswaja	Pressindo,	Yogyakarta,	2015,	hlm.	
28-29	
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emosional.		

Minimnya	pengetahuan	administratif,	perbedaan	aturan	antaragama,	serta	

tekanan	 sosial	 yang	 dialami	 anak	 menjadi	 masalah	 utama	 yang	 membutuhkan	

perhatian.	Dengan	peraturan	yang	lebih	inklusif	dan	dukungan	pemerintah,	konflik	

ini	dapat	diminimalkan,	sehingga	kesejahteraan	anak	tetap	menjadi	prioritas	utama.	

Pandangan	 agama	 memiliki	 peran	 penting	 dalam	 menentukan	 validitas	 dan	

kelangsungan	 suatu	 pernikahan,	 terutama	 ketika	 melibatkan	 pasangan	 dengan	

keyakinan	 yang	 berbeda.21	 Wawancara	 dengan	 Ustadz	 Hakim	 dan	 Pdt.	 Angelius	

Jusup	Silaban	memberikan	gambaran	tentang	bagaimana	agama	Islam	dan	Kristen	

memandang	isu	ini.		

Pernikahan	 beda	 agama	 tidak	 hanya	 menjadi	 isu	 hukum,	 tetapi	 juga	

tantangan	 teologis.	 Bagi	 Islam,	 kesamaan	 keyakinan	 adalah	 syarat	mutlak	 untuk	

validitas	 pernikahan,	 sementara	 dalam	 Kristen,	 meskipun	 ada	 kelonggaran	 di	

beberapa	 gereja,	 perceraian	 tetap	 dilihat	 sebagai	 situasi	 yang	 membutuhkan	

perhatian	 serius	 terhadap	 kesejahteraan	 anak.	 Hal	 ini	 menunjukkan	 perlunya	

pendekatan	 yang	 lebih	 inklusif	 dalam	 menangani	 masalah	 pernikahan	 dan	

perceraian	beda	agama,	dengan	tetap	menghormati	prinsip-prinsip	agama	masing-

masing	pihak.	

Tujuan	 dari	 perlindungan	 hukum	 perdata	 terhadap	 anak	 hasil	 perceraian	

beda	 agama	 adalah	 untuk	 memastikan	 bahwa	 mereka	 tetap	 menerima	 hak-hak	

dasar,	 pendidikan,	 dan	 pemeliharaan	 yang	 sesuai	 dengan	 kepentingan	 terbaik	

mereka.22	Pengadilan	berperan	penting	dalam	menentukan	hak	asuh,	nafkah	anak,	

dan	 pendidikan	 agama	 anak.	 Secara	 keseluruhan,	 perlindungan	 hukum	 terhadap	

anak	 yang	 terlahir	 dari	 perceraian	 pasangan	 beda	 agama	 di	 Desa	 Sitinjo	 harus	

memperhatikan	hak-hak	dasar	anak	yang	dijamin	oleh	undang-undang,	 termasuk	

hak	atas	pengasuhan	yang	baik,	pendidikan,	serta	perlindungan	dari	segala	bentuk	

	
21	 Zahra	 Febriani,	 M.	 Syahrul	 Maulana,	 Ahmad	 Dzaki,	 dan	 Asmak	 Ul	 Hosnah.	

"Konsekuensi	 Hukum	 Dan	 Perlindungan	 Hak	 Dalam	 Perkawinan	 Beda	 Agama	 Di	
Indonesia."	Jurnal	Rectum:	Tinjauan	Yuridis	Penanganan	Tindak	Pidana	6,	no.	2	(2024):	276-
290.	

22	Maria	Ulfah	Anshor,	Perlindungan	Anak	dalam	Perspektif	Islam,	Kencana	Prenada	
Media	Group,	Jakarta,	2017,	hlm.	90-110.	
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kekerasan.	 Proses	 hukum	 yang	 mengutamakan	 kepentingan	 terbaik	 anak	 akan	

memberikan	 dasar	 yang	 kuat	 untuk	 menjaga	 kesejahteraan	 anak,	 meskipun	

terdapat	 perbedaan	 agama	 yang	 menjadi	 tantangan	 hukum	 dalam	 perceraian	

pasangan	tersebut.	Negara	dan	lembaga	pengadilan	memiliki	peran	sentral	untuk	

memastikan	hak-hak	anak	tetap	terlindungi	dengan	baik.	

Di	 Desa	 Sitinjo,	 sebagaimana	 di	 tempat	 lain	 di	 Indonesia,	 hak	 anak	 yang	

terlahir	 dari	 perceraian	karena	pernikahan	beda	 agama	dilindungi	 oleh	berbagai	

undang-undang	 yang	 bertujuan	 untuk	 melindungi	 kepentingan	 terbaik	 anak.	

Meskipun	 pernikahan	 beda	 agama	 di	 Indonesia	 sering	 menimbulkan	 masalah	

hukum,	terutama	dalam	hal	pengakuan	dan	pencatatan	pernikahan,	hak	anak	untuk	

diperlakukan	 secara	 adil	 dan	 dilindungi	 dari	 kekerasan	 dan	 penelantaran	masih	

sangat	penting.	Undang-Undang	Nomor	23	Tahun	2002	tentang	Perlindungan	Anak,	

yang	telah	diubah	dengan	Undang-Undang	Nomor	35	Tahun	2014,	adalah	salah	satu	

undang-undang	 yang	 paling	 penting	 tentang	 hak	 anak.	 Pasal	 2	 undang-undang	

tersebut	 dengan	 tegas	menyatakan	bahwa	 setiap	 anak	berhak	 atas	 perlindungan	

tanpa	 diskriminasi,	 termasuk	 anak-anak	 yang	 dilahirkan	 dari	 pasangan	 yang	

bercerai.	 sebagai	 akibat	 dari	 perbedaan	 agama.	 Tidak	 peduli	 agama	 orang	 tua	

mereka,	 anak-anak	 ini	 berhak	atas	hak-haknya	dalam	hal	pendidikan,	 kesehatan,	

dan	kesejahteraan	sosial.23	

Anak-anak	 perceraian	 pasangan	 beda	 agama	 di	 Desa	 Sitinjo	memiliki	 hak	

asuh	yang	jelas.	Dalam	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	1974	tentang	Perkawinan,	

Pasal	41	menyatakan	bahwa,	setelah	perceraian,	hak	asuh	anak	biasanya	diberikan	

kepada	 ibu,	 kecuali	 ada	 alasan	 yang	membenarkan	 keputusan	 pengadilan	 untuk	

memberikan	hak	asuh	kepada	ayah.	Namun,	dalam	praktiknya,	khususnya	dalam	

kasus	perceraian	yang	disebabkan	oleh	perbedaan	agama,	pengadilan	 sering	kali	

harus	mempertimbangkan	 faktor	 agama	 saat	menetapkan	 hak	 asuh	 anak.	Dalam	

kasus	 ini,	 misalnya,	 pengadilan	 harus	 mempertimbangkan	 perceraian	 pasangan	

Meskipun	agama	dipertimbangkan,	yang	paling	penting	adalah	kepentingan	terbaik	

anak,	 yang	mencakup	kesehatan	 fisik,	 emosional,	 dan	mental,dan	hak	yang	 layak	

	
23	Undang-Undang	Nomor	35	Tahun	2014,	Pasal	2.	
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untuk	mendapat	pendidikan.	24	

Anak-anak	 yang	 terlibat	 dalam	 perceraian	 pasangan	 beda	 agama	 di	 Desa	

Sitinjo	 berhak	 atas	 perawatan	 psikologis	 selain	 hak	 asuh	 dan	 pemeliharaan.	

Kesehatan	mental	 anak	 dapat	 sangat	 dipengaruhi	 oleh	 perceraian,	 terutama	 jika	

pasangan	 memiliki	 perbedaan	 agama.	 Oleh	 karena	 itu,	 hak	 anak-anak	 ini	 untuk	

mendapatkan	bantuan	psikologis	untuk	mengatasi	dampak	emosional	perceraian	

orang	tua	mereka.	Banyak	kali,	perceraian	membuat	anak	kebingungan,	terutama	

terkait	dengan	identitas	agama	dan	budaya	mereka.	Oleh	karena	itu,	penting	bagi	

negara	 dan	 lembaga	 terkait	 untuk	 menyediakan	 layanan	 konseling	 yang	 dapat	

membantu	 anak-anak	 ini	 menyesuaikan	 diri	 dengan	 perubahan	 yang	 signifikan	

dalam	kehidupan	mereka.	Pengadilan	dapat	memutuskan	bahwa	orang	tua	harus	

bekerja	 sama	 untuk	memungkinkan	 anak-anak	mereka	mendapatkan	 perawatan	

psikologis.25	

Secara	 keseluruhan,	 anak-anak	 yang	 dilahirkan	 dari	 perceraian	 pasangan	

beda	agama	di	Desa	Sitinjo	memiliki	hak-hak	yang	dilindungi	oleh	hukum	Indonesia,	

termasuk	hak	asuh,	pemeliharaan,	hak	waris,	dan	perlindungan	psikologis.	Hak-hak	

anak	 tetap	 menjadi	 prioritas	 utama	 dalam	 setiap	 keputusan	 hukum,	 meskipun	

pernikahan	 beda	 agama	 dapat	menimbulkan	 kesulitan	 dalam	 proses	 perceraian.	

Untuk	 memastikan	 bahwa	 anak-anak	 ini	 mendapatkan	 perlindungan	 fisik,	

emosional,	 dan	 sosial	 yang	 terbaik,	 negara	 harus	 bekerja	 sama	 dengan	 sistem	

peradilan,	lembaga	perlindungan	anak,	dan	layanan	psikologis.	

Setiap	 agama	 di	 Indonesia	 melarang	 perkawinan	 dengan	 orang	 yang	

beragama	 berbeda,	 seperti	 yang	 telah	 disebutkan	 sebelumnya.	 Karena	 agama	

Indonesia	 tidak	mengizinkan	perkawinan	yang	berbeda	agama,	perkawinan	yang	

berbeda	 agama	 akan	 dianggap	 tidak	 sah	 oleh	 hukum	 negara.26	 Jika	 tidak	 sah	

menurut	hukum	negara,	maka	tidak	dapat	dicatat	di	kantor	catatan	sipil.	Dan	pada	

akhirnya,	 hal	 itu	 akan	 menentukan	 legalitas	 perkawinan	 tersebut.	 Anak	 yang	

dilahirkan	dari	perkawinan	beda	agama	atau	anak	hasil	luar	nikah	akan	dianggap	

	
24	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	1974	tentang	Perkawinan,	Pasal	41.	
25	Komisi	Nasional	Perlindungan	Anak,	Laporan	Tahunan	Perlindungan	Anak,	2020.	
26	Eman	Suparman,	Op.Cit,	hlm.	15.	
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tidak	sah	jika	perkawinan	tersebut	tidak	sah.27		

Akibatnya,	anak	tersebut	tidak	memiliki	hubungan	perdata	dengan	ayahnya.	

Satu-satunya	 hubungan	 perdata	 yang	 dia	 miliki	 adalah	 dengan	 keluarga	 dan	

hubungan	ibunya.	Jika	ini	terjadi	di	Islam,	hal	ini	juga	akan	berdampak	pada	status	

perwarisan.	 Hal	 ini	 dapat	 menyebabkan	 perselisihan	 internal	 atau	 pergejolakan	

batin	anak.	Menurut	Pasal	42	Undang-Undang	Republik	Indonesia	Nomor	1	Tahun	

1974,	anak	yang	dilahirkan	dalam	atau	sebagai	hasil	dari	perkawinan	yang	sah,	serta	

Pasal	99	Kompilasi	Hukum	Islam,	anak	yang	dilahirkan	dalam	atau	sebagai	hasil	dari	

perkawinan	yang	sah.	

3.2. Kendala	 Yang	 Harus	 Dihadapi	 Pemerintah	 Dalam	 Memberikan	
Perlindungan	 Hukum	 Terhadap	 Anak	 Pada	 Kasus	 Perceraian	 Dari	
Pernikahan	Beda	Agama	Di	Sitinjo,	Kabupaten	Dairi	
	
Pasangan	 yang	 bercerai	 karena	 pernikahan	 beda	 agama	 tidak	 dilindungi	

secara	hukum	oleh	pemerintah	Indonesia,	terutama	di	wilayah	seperti	Desa	Sitinjo.	

Konflik	antar	sistem	hukum	yang	berlaku	di	Indonesia	merupakan	kendala	utama.	

Dalam	penyelesaian	kasus	perceraian,	hukum	negara	dan	agama	Indonesia	sering	

bertentangan	satu	sama	lain,	terutama	untuk	pasangan	dengan	perbedaan	agama.	

Pasangan	yang	bercerai	karena	pernikahan	beda	agama	sering	menghadapi	masalah	

dalam	mengakui	pernikahan	mereka	karena	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	1974	

tentang	Perkawinan	mengharuskan	pernikahan	yang	sah	menurut	hukum	agama	

masing-masing.28	Hal	ini	berarti,	terlepas	dari	kenyataan	bahwa	pasangan	tersebut	

telah	menikah	secara	hukum	di	negara	lain	atau	di	luar	peraturan	agama	Pengadilan	

Indonesia	sering	tidak	mengakui	pernikahan	sebagai	sah	secara	hukum.	Oleh	karena	

itu,	 untuk	 melindungi	 pasangan	 yang	 bercerai	 karena	 pernikahan	 beda	 agama,	

pemerintah	harus	dapat	mengatasi	konflik	antara	hukum	agama	dan	hukum	negara	

yang	berlaku	di	Indonesia.29	

	

	
27	Ibid,	hlm.	16.	
28	 Mhd	 Rafi’I	 Tarigan.	 "Pernikahan	 Beda	 Agama:	 Perspektif	 Al-Qur’an	 Analisis	

Pemikiran	Buya	Hamka	Dalam	Tafsir	Al-Azhar."	Al-Muhajirin:	Jurnal	Pendidikan	Islam	1,	no.	
1	(2024):	1-25.	

29	Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	1974	tentang	Perkawinan,	Pasal	2	ayat	(1).	
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Namun,	dalam	perceraian	pasangan	beda	agama,	tidak	ada	aturan	yang	secara	

tegas	 menetapkan	 pengadilan	 yang	 memiliki	 kewenangan,	 mengingat	 Undang-

Undang	Nomor	1	Tahun	1974	tentang	Perkawinan	yang	diubah	menjadi	Undang-

Undang	Nomor	 16	 Tahun	 2019	 tidak	 secara	 spesifik	mengatur	 pernikahan	 beda	

agama.	 Hal	 ini	 menciptakan	 ketidakpastian	 hukum	 yang	 dapat	 merugikan	

kepentingan	anak,	terutama	dalam	hal	penentuan	hak	asuh	dan	kewajiban	orang	tua	

setelah	perceraian	terjadi.	

Pemerintah	menghadapi	berbagai	kendala	dalam	memberikan	perlindungan	

hukum	 terhadap	 anak	 pada	 kasus	 perceraian	 dari	 pernikahan	 beda	 agama,	

khususnya	di	Sitinjo,	Kabupaten	Dairi.	Salah	satu	kendala	utama	adalah	kerumitan	

regulasi	 yang	 mengatur	 pernikahan	 di	 Indonesia,	 yang	 bersifat	 pluralistik.	

Pluralisme	 hukum	 ini	mengacu	 pada	 peraturan	 yang	 berbeda-beda	 berdasarkan	

agama	 masing-masing	 pasangan.	 Dalam	 banyak	 kasus,	 pernikahan	 beda	 agama	

tidak	diakui	oleh	sebagian	lembaga	agama	maupun	oleh	sistem	hukum	negara.	Hal	

ini	berdampak	langsung	pada	status	hukum	anak	yang	dilahirkan	dari	pernikahan	

tersebut,	yang	sering	kali	menjadi	tidak	jelas.	Anak	dari	pernikahan	ini	menghadapi	

berbagai	kesulitan	administratif,	termasuk	dalam	pengurusan	akta	kelahiran,	kartu	

keluarga,	 hingga	 pencatatan	 identitas.	 Ketiadaan	 akta	 kelahiran	 resmi	 dapat	

mempersulit	 anak	 untuk	 mengakses	 hak-hak	 dasar,	 seperti	 pendidikan,	 layanan	

kesehatan,	dan	hak	waris.30	

Selain	 itu,	 perbedaan	 pandangan	 antara	 lembaga	 agama	 dan	 instansi	

pemerintah	 juga	 menjadi	 kendala	 besar.	 Setiap	 agama	 memiliki	 aturan	 yang	

berbeda	mengenai	pernikahan	dan	perceraian,	yang	sering	kali	tidak	selaras	dengan	

regulasi	negara.	Ketika	perceraian	terjadi,	ketidakjelasan	aturan	ini	menimbulkan	

masalah	dalam	hal	pembagian	hak	asuh	anak.	Banyak	kasus	di	mana	anak	menjadi	

pihak	 yang	 terabaikan	 karena	 proses	 hukum	 yang	 terlalu	 berfokus	 pada	

perselisihan	orang	tua.	Pemerintah	sering	kali	kesulitan	untuk	menciptakan	sinergi	

antara	lembaga	agama,	pengadilan	agama,	dan	pengadilan	umum	dalam	menangani	

	
30	 Sri	Muliawati.	Hukum	 Perkawinan	 di	 Indonesia:	 Perspektif	 Agama	 dan	 Negara.	

Prenada	Media,	Jakarta,	2015,	hlm.	85.	
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kasus-kasus	seperti	ini.31	

Kendala	 lainnya	 adalah	 adanya	 stigma	 sosial	 yang	melekat	 pada	 anak	 dari	

pernikahan	beda	agama.	Di	masyarakat	yang	memegang	teguh	norma	agama,	anak-

anak	 dari	 keluarga	 seperti	 ini	 sering	 kali	 menghadapi	 diskriminasi,	 baik	 secara	

langsung	 maupun	 tidak	 langsung.	 Stigma	 ini	 tidak	 hanya	 muncul	 di	 lingkungan	

masyarakat,	 tetapi	 juga	 di	 institusi	 pendidikan,	 di	 mana	 anak-anak	 mungkin	

diperlakukan	berbeda	 atau	dikucilkan	 oleh	 teman	 sebaya.	Diskriminasi	 ini	 dapat	

memengaruhi	 perkembangan	 psikologi	 anak,	 menyebabkan	 mereka	 merasa	

terasing	dari	lingkungannya.	Untuk	mengatasi	masalah	ini,	pemerintah	sebenarnya	

perlu	memberikan	dukungan	tidak	hanya	dalam	bentuk	regulasi	hukum,	tetapi	juga	

melalui	pendekatan	sosial	dan	psikologis	untuk	membantu	anak-anak	 ini	merasa	

diterima	di	lingkungan	mereka32	

Keterbatasan	regulasi	dan	ketidakjelasan	hukum	mengenai	pernikahan	beda	

agama	dan	perceraian	yang	dihasilkannya	adalah	masalah	berikutnya.	Perundang-

undangan	tidak	memiliki	aturan	yang	jelas	dan	khusus	tentang	perceraian	pasangan	

beda	agama,	meskipun	ada	beberapa	ketentuan	yang	mengatur	hak	anak	dan	hak	

asuh	 dalam	 perceraian.	 Komisi	 Nasional	 Hak	 Asasi	 Manusia	 mengatakan	 bahwa	

peraturan	 saat	 ini	 tidak	 secara	 eksplisit	mengatur	 bagaimana	 proses	 perceraian	

dilakukan	dalam	pernikahan	beda	agama.	Hal	ini	menyebabkan	kebingungan	dalam	

proses	hukum.	Hal	ini	juga	berdampak	pada	perlindungan	hukum	anak-anak	yang	

dilahirkan	dari	pernikahan	yang	berbeda	agama.	Pengadilan	sering	kali	membuat	

keputusan	berdasarkan	pertimbangan		subjektif	yang	dapat	merugikan	salah	satu	

pihak,	terutama	anak-anak	yang	menjadi	korban	perceraian	ketika	tidak	ada	aturan	

yang	jelas.33	

	

	

	
31	Rahma	Safitri.	Pernikahan	Beda	Agama	dalam	Perspektif	Hukum	Indonesia,	Refika	

Aditama,	Bandung,	2018,	hlm.	112.	
32	Ahmad	Rofiq,	Hukum	Islam	di	Indonesia,	PT	RajaGrafindo	Persada,	Jakarta,	2017,	

hlm.	134.	
33	Komisi	Nasional	Hak	Asasi	Manusia,	"Pernikahan	Beda	Agama	dan	Diskriminasi	

terhadap	Hak	Perempuan	dan	Anak,"	2020.	
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Pemerintah	 menghadapi	 masalah	 untuk	 menyesuaikan	 undang-undang	

negara	dengan	nilai-nilai	agama	yang	diakui	secara	resmi.	Sebanyak	enam	agama	

besar	diakui	di	Indonesia,	dan	masing-masing	agama	memiliki	aturan	perkawinan	

dan	 perceraian	 yang	 berbeda-beda.	 Pengadilan	 sering	 mengalami	 kesulitan	

mengharmoniskan	 aturan	 hukum	 negara	 dengan	 keyakinan	 agama	 pihak-pihak	

yang	bersangkutan	ketika	terjadi	perceraian	dari	pernikahan	yang	berbeda	agama.	

Jika	 pemerintah	menetapkan	 aturan	 yang	 dianggap	melanggar	 keyakinan	 agama	

tertentu,	hal	itu	dapat	dianggap	sebagai	pelanggaran	hak	kebebasan	beragama,	yang	

dapat	menyebabkan	konflik	baru.	Pemerintah	kesulitan	memberikan	perlindungan	

hukum	 yang	 adil	 dan	 setara	 bagi	 semua	 pihak	 yang	 terlibat	 karena	 tidak	 ada	

ketegasan	hukum	yang	secara	khusus	mengatur	pernikahan	beda	agama.34	

Selain	itu,	salah	satu	kendala	utama	dalam	proses	perlindungan	hukum	adalah	

kurangnya	sosialisasi	hukum	dan	pendidikan	masyarakat	tentang	hukum.	Banyak	

penduduk	 di	 desa-desa	 seperti	 Sitinjo	 kurang	 memahami	 undang-undang	 yang	

berlaku	 mengenai	 hak-hak	 pernikahan	 beda	 agama,	 seperti	 hak	 asuh	 anak	 dan	

perceraian.	 Hal	 ini	 menyebabkan	 pasangan	 yang	 bercerai	 sering	 kali	 tidak	

mengetahui	 proses	 hukum	yang	 seharusnya	mereka	 jalani	 atau	 hak-hak	mereka.	

Oleh	karena	itu,	penting	bagi	pemerintah	untuk	meningkatkan	pengetahuan	tentang	

hak-hak	 pasangan	 dan	 anak-anak	 dalam	 perceraian,	 termasuk	 dalam	 kasus	

pernikahan	 beda	 agama.	 Pendidikan	 dan	 sosialisasi	 yang	 lebih	 baik	 diharapkan	

meningkatkan	 pemahaman	masyarakat	 tentang	 proses	 hukum	 yang	 berlaku	 dan	

kemampuan	untuk	melindungi	hak	mereka.35	

Faktor	 lain	 yang	 tidak	 kalah	 penting	 adalah	 kurangnya	 akses	 masyarakat	

terhadap	informasi	hukum	terkait	pernikahan	beda	agama.	Banyak	pasangan	yang	

memutuskan	 menikah	 meskipun	 memiliki	 perbedaan	 agama	 tidak	 sepenuhnya	

memahami	 konsekuensi	 hukum	 yang	 akan	 mereka	 hadapi,	 termasuk	 hak	 dan	

kewajiban	mereka	 terhadap	 anak.	 Ketidaktahuan	 ini	 sering	 kali	 berlanjut	 ketika	

	
34	Mulyana.	Tantangan	Perlindungan	Hukum	Terhadap	Anak	Dalam	Perceraian	Beda	

Agama	Di	Indonesia.	Penerbit	UGM	Press,	Yogyakarta,	2022,	hlm.	33.	
35	 Kementerian	Hukum	dan	HAM	Republik	 Indonesia,	 Sosialisasi	 Undang-Undang	

Nomor	1	Tahun	1974	tentang	Perkawinan	di	Masyarakat	Desa,	2023.	
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perceraian	terjadi,	sehingga	anak	menjadi	pihak	yang	paling	dirugikan.	Kurangnya	

pengetahuan	hukum	ini	membuat	banyak	pasangan	tidak	mempersiapkan	dokumen	

atau	kejelasan	hukum	yang	memadai	sejak	awal	pernikahan.	Pada	akhirnya,	ketika	

perceraian	tidak	terhindarkan,	proses	hukum	menjadi	lebih	rumit	karena	berbagai	

ketidaksesuaian	data	dan	dokumen.	Pemerintah	perlu	memperkuat	upaya	edukasi	

hukum	untuk	mencegah	terjadinya	kasus-kasus	seperti	ini	di	masa	depan.36	

Pada	level	teknis,	pemerintah	juga	menghadapi	keterbatasan	sumber	daya	

dalam	memberikan	 perlindungan	 hukum	 terhadap	 anak.	 Tidak	 semua	 daerah,	

terutama	yang	berada	di	wilayah	terpencil	seperti	Sitinjo,	memiliki	lembaga	atau	

fasilitas	 yang	 memadai	 untuk	 menangani	 kasus	 perceraian.	 Keterbatasan	 ini	

mencakup	 kurangnya	 mediator,	 konselor,	 dan	 pengacara	 yang	 memahami	

kompleksitas	hukum	pernikahan	beda	agama.	Akibatnya,	banyak	kasus	yang	tidak	

tertangani	dengan	optimal,	sehingga	anak	menjadi	korban	utama	dari	kegagalan	

sistem	ini.	

	
4. KESIMPULAN	

Perlindungan	hukum	terhadap	anak	hasil	perceraian	dari	pernikahan	beda	

agama	 di	 Desa	 Sitinjo,	 Kabupaten	 Dairi,	 menekankan	 pentingnya	 hak	 anak	 atas	

pengasuhan,	 pendidikan,	 dan	 kesejahteraan	 yang	 layak	 tanpa	 diskriminasi,	

sebagaimana	dijamin	oleh	Pasal	28E	Ayat	(1)	dan	(2)	UUD	1945,	Pasal	6	Undang-

Undang	Nomor	39	Tahun	1999	tentang	Hak	Asasi	Manusia,	serta	Undang-Undang	

Nomor	 23	 Tahun	 2002	 tentang	 Perlindungan	 Anak,	 yang	 telah	 diubah	 dengan	

Undang-Undang	Nomor	35	Tahun	2014.	Dalam	penetapan	hak	asuh	berdasarkan	

Pasal	 41	Undang-Undang	Nomor	 1	 Tahun	 1974	 tentang	 Perkawinan,	 pengadilan	

harus	mengutamakan	kepentingan	terbaik	anak,	termasuk	pendidikan	agama	yang	

sesuai,	kesehatan	mental,	dan	dukungan	sosial.	Peran	aktif	lembaga	seperti	P2TP2A	

dan	keterlibatan	masyarakat	adat	memperkuat	perlindungan	hak	anak,	sementara	

	
36	 Nia	 Suryani.	Dinamika	 Sosial	 dan	 Perlindungan	 Anak	 di	 Indonesia.	 UGM	 Press,	

Yogyakarta,	2020,	hlm.	175.	
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upaya	edukasi	kepada	masyarakat	perlu	digalakkan	untuk	menciptakan	lingkungan	

yang	inklusif	dan	mendukung.		
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